LEMBARAN DAERAH

¥/ KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Nomor ¢ 8 Tahun 1990 Serle : D j Nomor : &

e oo e e

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

% DAN 3
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG HAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT MAGELANG

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan adanya  pengsn
bangan Organisasi yang baru dalaz j=
jaran Departemen Dalam Negeri, mzka
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Se
kretariat Wilayah / Deerah Kabupaten
Tingkat II Magelang perlu ditinjau =
kembali ;

b, bohwa sehubungan dengan hal tersebut,
maka Peraturan Doerch Kabupaten Dae
roh Tingkat II Magelang Nomor 1 Ta
hun 1979 tentang Susunan Organisasi-
dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah /
Daergh Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang dan Sekretariat Dewan Pexrwa
kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang perlu disusun -
kembald dengan Peraturan Daergh yang
baru sesual dengan perkembangan di -
malcsud,

Mongingat seveves
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Eéngingnt : 1., Undang=undang Nomor 5 Tahun 1974 -
tontang Pokok=-pokok Pemerintahan di

Daerah j

2+ Undgng-undang Nomor 13 Tahun1950 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tontang Pembentukan Daerah~Dae
rah Kabupaton dalam lingkungan Pro
pinsi Jawa Tengah 3

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa j

4., Keputusan Menteri Dalam Negeri  No
mor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja -
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat
II/Sekretariat Kotamadya Daerzh -
Tinglkat II dan Sekretoriat Dewan -
Perwakilan Rokyat Daersh Tingkat II

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1 /
139/1986 tentang Pedoman Uraian Tu
gas Sub Bagian Pada Sckretariat Wi
layah/Daerah Tingkat 1I,sekreoteriat

+  Kotamadya Daerch Tingkat II dan Se

t  kretarlat Dewan Perwakilan Rakyat -
Dacrah Tingkat II,

Mendengar : Pembicaraan~pombicaraan- dalam sidang
Peripurna Dewan Perwaolkilan Rakyat Dae
rah Kobupaten Daerah Tingkat II  Mage
lang pada hari ini.

Dengen Porsetujuan Dewan Porwakilan -
Rakyat Daocrah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Hagelang.

HEMUTUSKAN

. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANI

SAST DAN 4uovees

- .
-
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Fio.n

< =65 -

- DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAE
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-Ma
- GELANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIL
AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT: II MAGELANG.

. BA B .
KETENTUAN  UMUM

Posal 1
Dalam Peraturan Daerah inl yang dimnksud dengan :

a, Bupati Kepala Dacrah adalsh Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Hagelang.

b, Pimpinan Pemerintah Daerah hduluh Pimpinan Peme
rintah Daerch deupaten Daerah Tingkat II lage
lang.

c. Dewan Perwalkilan Rakynt Daerah adalah Dewsn Per
wokilan Rokyat Daerah Kabupaten Daersh  Tinglkat
II lagelang.

d. Selkretariat Wilayah/Daerah adalah Sekretariat 7i
layah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  lage
lang,

e, Sekretariat Wilayeh/Daerah adalah Sekretaris Wi

layah/Dacroh Kobupaton Daerah Tingkat II Mage
lang,

f. Snkﬁ%tarint Dowan quwukilan Rakynt Daereh ada
laoh Sekretariat Dewan Perwakilan Rokyat  Daerah
Kobupaten Daerah Tingkat II Magelang.

g+ Sekretpris Dowan Porwalilan Rakyat Dacroh adalsh

Sekretardis Dowan Perwaldlan Rakyat Dacrah Kabupe
ton Doerah Tingkat IT Mngalnng;

h, Pemcrintoh Dacrch adaleh Pemarintnh Kabupaten Da
" gprah Tingkat II Magolang.

. A, Daerch adalch thupntqn Doorph Tingkwt IT Mage

'lﬁhﬁ' i BB IT ceedas

Dipindai dengan CamScanner



BAB II
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisa
si.

Pasal 2

(1) Selretariat Wilayah/Daersh adaloh suatu unsur
staf yang langsung berada dibaweh dan  bertang
gung jawab kepada Bupati Kepala Dacrah dalam me
nyelenggarakan Pemerintahan di Daersh berdasar
kan azas dekonsentrasi, desentralisasi dan $u
gas penbantuan

(2) Selrectariat Wilayah/Daerah dipimpin oleh seo =~
rang Selretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 3 .
Tugas pokok Selkretaris Wilayah/Daerah adalah @

o. Menyelenggorakan pembinaan administrasi,organise
si dan tata laksana terhadap seluruh unsur dalaom
linglungon Pemerintah Daerah, memberilkan pelayan
an teknis dan administratif kepada Bupatl Kepale
Daerch dan seluruh Perangkat Wilayah yang ber =
sanglcutan 3 d

b. Membantu Bupcti Kepala Dn.ern.* dalam menyelengga-
rokan Pemerintahan dan Pembangunan Daerch.
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3
Peraturan Daerch ini, Sekretaris Wilayah/Daerah men
punyai fungsi i

as Koordinasi dalam arti mengatur dan mombina kerja
sama, mengintegrasikan dan mensinlxronisasikan se
luruh pdministraesi, termasuk mongkoordinasikan -
penyusunan peraturan perundang=-undangan.

b. Pelayanan «se.

>
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b. Pelayanan dalam arti memberilkan pelayanan teknis
dan administratlf bogi seluruh satuan organisaei
dalan lingkungan Pemorintah Daerah dan seluruh
perangkat Wilayah yang bersangkutan,

ce Forencanann dalom artl mempersiapkan rencana, ne
nyusun program dan menilal pelaksannan reneans
berdasarkan kebijaksanann dan Peraturan Perun
dang = undangan yang berlalku,

&, Pombinaan administrasi dolom arti menbina urusan
tata usaha pengelola dan membina kepegawaian, me
ngelola keuangan dan perbekalan serts mengadcican
hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat

c. Pembinaan organisasl dan tata laksana dclam artil
melakukan penelitian dan pengembangan dalam rang
kn membina dan memelihara seluruh keleobzgoon
dan ketataloksanaannya ;

£, Keamanan dan ketertiban dalam arti meueliharz
den membina keamanan dan ketertiban kedalam.

Pasal 5

Secera Hierarkhis Sekretariat Wilayah/Daerah terdi
ri dzri Bagian - bagian dan Sub Bagian,

Pasal 6

(1) Bogian - bagian sebagaimana dimaksud pasal &
Peraturan Daerah ini adalah :
a. Bagian Pemerintahan Umum ;
b, Bagian Pemerintahan Desa j°
¢, Bagian Hulcum;
d. Bagian Hubungan Huaynrnknt }
¢. Bagian Perckonomian j
f, Bagion Pembangunan j
g« Begian Organisasi dan Tatalaksana |
h, Bagian Kepegawaian j

- 1, Bagian Keuangan

J+ Bagian Kesejahteraan Rakyat j
k., Bagian U m u m,

(2) Masing evecnsoncs

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Masing-masing Bagian dimaksud ayat ( 1 ) pasal
ini dipimpin oleh seorang Kepala Baglan yang
berada dibawah dan bertanggung jaweb langsung
kepada Selxretaris Wilayah/Daerah.

Bagian Kedua
Bagian Pemerintahan Umum
Pasal 7

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai -#ligas melaksana
kan sebagian tugas Selkrectariat Wilayah/Daerah dalam
mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan pe
nyusunan program dan petunjuk serta memonitor  per
kembangan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Pigal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal T Pera
turan Daerah ini Bagian Pemerintahan Umum mempunyai
fungsi : .

a. Mengolah bahan dalam rangka pembinaan penyeleng
garaan Pemerintahan umum, kegiatan koordinasi -=
terhadap Instansi. vertikal oleh Kepala  Wilayah
Kecamatan, serta menyusun rencana program-dan pe
tunjuk pembinsan prasarana fishik pemerintahan
dan masalah - masalah keagrariaan ;

b. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberi
kan saran pertimbangan dalam rangka pembinaan Pe

ngembangan Perkotpan

c. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberi

saran pertimbangan dalam rangkn pembinaan Perang

kat Wilayah/Daerah ;

Mengumpulken dan menganalisa data  kependudukan

serta membina administrasi kependudukan ;

e, Mengumpullkan dan menganalisa data serta maniinp
da

kan penyusunan program dan petunjuk=prtunju
lanm gnngﬂn mambggu dan mamalghurud kgiuntgrnmnn

dan ketertiban,
f£. Menyelenggarckan Tata Usaha Bagilan,

d.-

------ o . Pﬂﬂnlg TR RN NN
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Posal 9

(1) Bagian Pemerintahan Umum terdiri dard :
a. Sub Baglan Tata Praja ;
b. Sub Bagian Pengembangan Perkotaan.
¢. Sub Bagian Paruniknt Wilayah/Daerah.
d. Sub Bagian Administrasi Pendudul,
¢. Sub Bagion Ketenteraman dan Ketertiban Wila
yah.

(2) Masing-masing Sub Baglan dimaksud ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berade dibawah dan bertanggung jawedb lang
sung kepada Kepala Baglan.Pemerintahan Umum,

Pasal 10

sub Bazian Tata Praja mempunyal tugas :

a. Menerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan
mengevaluasi laporan-laporan tentang Pemerintzh
an dari Kepala Wilayah Kecamatan serta mempersi
apkan don mepgolah bahan - bahan mengenai penye
lenggarean koordinasi instansi vertikal oleh Ke
pala Wilayah Kecamatan.

b. Hempersiapkan pembentukan,pengahpusan, perubghan
batas,perubahan nama Wilaysh/Daersh, Wilayah Pem
bantu Bupati dan Wilaysh Kecamatan, serta pemin
dchan dan perubahan nama Ibukota Wilayah / Dae
rgh dan Wilayah Kecamatan ;

c. Menyusun, mempersiapkan, membantu peclaksanaan
pembinaan prasacrana fisik £

d. Hamparﬂiapkml petunjuk -« petunjuk tentang penye
legggaraan Pemerintaohan di Wilayeh=wilayah Keca
matan

e. lienyelenggorckon keglatan-kegiatan dalom rangka
Pemilihan Umum menurut peraturan perundang = per
undangan yang berlaku ,

- £+ Membantu peloksanaan keglatan Wilaysh Daerah ==
yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

PD.HEI.]. 11 svanse
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Pasal 11
Sub Bagian Pengombangan Perkotaon mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan, mensistinatisasikan, dan mengolch
data pengembangan perkotann j
b, Memelihara dan menyajikan dokumentasi, informasi
pengembangan perkotaan j§

c. Merumuskan petunjuk - petunjuk dan kebiajksanaan
pelaksanaan pengembangan perkotaan j

d. Menyelenggarakan iagiﬁtﬁn1- kegiatan untuk pe
ngembangan perkotaan ‘

£+ Menyelenggariikan kerja sama antar kotz ;
f. Menyelenggaraken pembinaan penanggulangan orbani

sasi dan peningkatan pelayanan masyarakat kota ;
g. Penbinsan Perundang - undangan Perkotaan.
y ‘Pasal 12
Sub Bzgian Perangkat Wilayah/Daerah mempunyai fugas

2o Menerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan
mengevaluasi laporan dari pemerintah Kecamatan -
dalam hal yang berkaitan dengan aparatur/peransg
kat wilayahj

b. Mempersiapkan dan méﬁgnlah bahan - bahan dalan
rangks pengangkatan dan pemberhentian Anggota
dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

c. Hempersiapkan dan mengolah bahan - bahan dalanm
rangke pengolahan, pengusulan, pengangkatan, pen
berhentian Bupati Kepala Daerah, Sekretaris Vila
yeh/Daceragh, Pembantu Bupati,Sekretaris Dewan Per
wakilan Rekyat Daerah, Kagnla Willayah Kecamatan,
Selretaris Wilayah Kecamatan,Polisl Pamong Praje

dan Kepala Urusan,

Pasal 13 eevenes

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 13

sub Bagian Administrasl Penduduk mempunyal tugas i

D

Cae

d.

Ce

£.

Mempersiapkan dan mengolah bahan<bahan Eendataan
kependudukan termasuk data perkawlnan, kelahiran
dan kematian

Hanyulehggdrukan pendaftaran ponduduk termasul
orang asing ;

Merenocanakan segala keglatan untuk pemperlancer
pelaksanaan transmigrasi lokal maupun nasional ;

Nemperlancar segala keglatan pelaksanaan keluar
ga: burancana H

lenberikan pertimbangan yang berhubungan dengan
legalitas dan pemberdian ijin yang menyangiut ke
tertiben umum ;

llempersiapkan rencana penggunaan dan pembinzan
polisi pamong praja.

Pasal 14

Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Wilaysh mempu
nyei tugas : -~

Lo

be

Hengikuti,.mengumpulkan, mensistimat15351kan dan
menganalisa laporan~laporan dan peristiva-peris
tiva yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban
wmum,

Hembantu penyusunan petunjuk-petunjuk pengamanan
pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan FPerun

- .deng~undangan lainnya serta mengadakan hubungan

.ﬂn
“ legalitas dan pemberian 1jin yang menyangkut ke
: tartiban umum

‘-—,'ﬂi

dengan instansi lain dalam rangka intensifikasi-
penyidikan terhadap pelanggaran. Feraturan Daerah
den Peraturan Perundang-undangan lalnnya ;

Memberikan pertimbangan yang berhubungen ddngan

Hamparaiapkan tentang penggunaan dan pembinaan
‘Polisi Pamong Praja.

Dipindai dengan CamScanner
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BAGIAN KETIGA
_Bagilan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Pasal 15

Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyal tugas
melaksanakan scbagian tugas Sekretariat Wilayah/Dae
rah dalam bidang Pemerintchan Desa/Kelurshan 1alch
mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan pe
nyusunan program dan petunjuk serta memoni%tor per
kembangan penyeclenggaraan tata pemorintchan Desa/Ke
lurchan, Tata Pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurzh
an, Perangkat Desa/Kelurahan dan administrasi Desa/
Kelurahan, pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembagsz
Adat. -
Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal 15
Peraturan Daernh ini Bagian Pemerintchan Desa/Kelu
rahan mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkon dan menganalisa data~data, memberi
kan saran pertimbangan dan petunjuk dalam rangks
pembinnan mengenal cara-cara penyelenggaraan Pe
merintahan Desa/Kelurshan j

b. Hengumpulkan dan menganalisa deata serta memberi
kan sarsn pertimbangan don petunjulk dalam rang
ka pembinaan pendapatan dan kekaycan Desa / Kelu
rahan j '

c. Mengumpullkan dan menganalisp data serta Deamber
kan saran pertimbangan dan petunjuk dalam rangka
pembinaan perangkat dan administrasi Pemerintah
an Desa/Kelurahan j

d. Mengumpulkan dan menganalisa date serta memberi
kan saran pertimbangan dan petunjuk dalam rangka
pembinaan pongembangen Deosa/Kelurahan serta. penm
binzan Lembaga Adat '

e. Menyelenggarakan Tata Usaha Bng,ian.'
Pﬂﬂﬂ,l 17. bov
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Pasal 17
(1) Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri daris

a. Sub Dagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurahanj

b, Sub Bagian Pendapatan dan Kekpyaan Desa/Kelu
rahan

¢« Sub Baglan Perangkat dan Administrasi Desa /
Kelurahan j

d., Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurshan & Lem
baga Adat.

(2) Masing - masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglen
yang berada dibawah dan bertanggung jawzb lang
sung pada Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Felu
rahan,

Pasal 18

Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurshan mempu
nyai tugas :

2. Hempersiapkan dan mengolah behan-bchan untuk pe
nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun
juk-serta pembinaan dibidang ketenteraman dan ke
fertiban ;

be Hempersiaplkan dan mengolah bahan = bahan unfuk
penyusunan ketentuan~ketentuan dan petunjuk ser
ta pembinaan dibidang pengawasan koordinasi dan
sosial Politik ;

c. lempersiapken dan mengolah bahan-bahan *~ untuk pe
nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun
juk serta pembinaan dibidang ponyelenggaraan Fe
rintahen Desa/Kelurahan

d, Melaksanalan tuges-tugas lain yang diborikan =--
oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.-

Pasal 19

| Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurchan

m -
'mlpunyai tusﬂ. B T ﬂﬁlmknﬂ sanne
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a, lelakukan pembinaan dalem rangka penggalian, pe
ningkatan, pengamanan, penertiban dan menginven
tarisasikan sumber-sumber pendapatan Desa / Kelu
rahan atau penghasilan Desa/Kelurahan j

b. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan, pe
ngunuman, penertiban dan menginventarisasikan ke
kayaan Desa/Kelurahan ;

cs Menyusun ketentuan~ketentuan dan petunjuk-petun
juk dalam rangka pembukuan, pengelolean dan pena
taan pendapatan/penghasilan Desa/Kelurshan mela
lui APPKD ; o

d. Melaksanakan thgas~fugas lain yang diberikan o
lch Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan,

Pasal 20

Sub Begian Perangkat Desa/Kelurahan dan Administra
si Desa/kelurahan mempunyai tugas @

a. liempersiapkan dan mengolah bahan=bahan untuk pe
nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-pefun
juk tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pe
ngangkatan, pemberhentian sementara dan pember
hentian Kepala Desa/Kelurahan ;

b. lempersiapkan dan mengolah bahan-~bahan untuk pe
nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun
juk tentang pengangkatan dan pemberhentian pe
rangkat Desa/Kelursghan ;

c. Mempersiapkan dan mongolah bahan=beohan untuk pe
nyusunan ketentuan~kotentuan dan petunjuk-petun
jult tentang Pembinaan dan peningkatan kemampuan
Aperctur Pemorintehan Desa/Kelurahan j

. 4, Memporsiapkan dan mongolah bahan~bahan untuk pe
nyusunen lketentuan-kotentuan dan potunjuk-petun
jult tentang pellksanaan ketata usahaan / adminis
trasi Pemerintahan Desa/Kolurahan j

e. Melaltsanokan tugas - tugas lain yang diberikan
olch Kopala Bagilan Pomorintahan Dosa/Kelurahan.

Dipindai dengan CamScanner



“ 16 w
Pasal 21

Sub Bagian Pengombangan Dosa/Kelurahan dan Lembagn
Adot mempunyal fugas @

o« Momporsiapkan dan mengolah beshan~bahan untuk pe
nyusunan ketentuan-ketontuan dan petunjuk-petun
juk tentang pengembangan Desa/Kelurahan termasul
pembentukan, pemecahan, pemekaran, penyatuan dan
penghapusan Desa/Kelurahan j

b. Mempersiapkan dan mengolah bahan=bahan untulk pe
nyusunan Kketentuan-ketcentuan dan petunjuk-petun
juk tentang pembinaan dan pengembangan Lembagz
Adat ; ‘

c. lMempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk pe

. nyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petun

- juk tentang tata cara penetapgn batas Wilayah De
sa/Kelurahan dan perubshan batas Wilayah Desa/Ke
lurahan serta pembingan kerjs sama antar Desa/Ke
lurahan j; :

Henmumpulkan data Desa/Kelurpghan serta :engurus

a2s1lch - masaleh yong berhubungan dengs peafen

banzan Desa/Kelurshan dan Lembaga Adat ;

e+ Melaksanakan tugas-tugas lain - yang diberikan -
oleh Kepala Bagian Pemerintohan Desa/Kelurshan.

Bagian Keaﬁﬁﬁt
ﬁaginn Huleum
Pasal 22

Bagian hukum mempunyal tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretoariat VWilayeh/Daerah di bidang hukum da
*,lam mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang
- undangan, menclash hulwn, memberikan bantuan hukunm,
.@gﬁbﬁﬁiikuaikun dan mendokumentasikan produk hulum.

]

Pﬂ.ﬂﬂl 23 TERL

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 23

Untult menyelenggarakan tugae tersobut pasal 22 Pera
turan Daerah ini Dagian Hulown mompunyai fungei

a. Mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daecrch, Su
rat Keputusan Bupati Kepala Daerah sorta mengilu
ti dan mengolah porlkembangan hukum j

b. lienelaah dan mengevaluasi pelaksannan FPeraturan
Perundang=undangan di bidang Pemorintahan Dacrah
serta nempersiaplkan pengesahan, penangguhan atau
pembatalan Peraturan Dacrsh/Keputusan Desa / Ke=
rahan §

c. lemberikan saran pertimbangan dah bantuan hulum
kepada semua unsur Pemerintah Dacrah afas nzsa
lah hukunm yang timbul dalam pelaksanaan tugzs

d. lienghimpun Peraturan Perundang;-undangan, nelalku
kan publikasi produk hukum dan melekukon dokumer
tasi hukum ;

e. llelokukon pembinaan dan pengembangan Sistim Ja
ringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hulmum ;

f. lenyelenggorafan Tata Usaha Bagian.
Pasal 24

(1) Bagien Hukum tordiri dari :

2. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan
Penelachan Hulkum ;

b. Sub Bagian Dokumentasi Hulum;
¢. Sub Bagian Bantuan Hulcum,

(2) Hasing-masing Sub Baglan dimaksud ayat (1) pa
sal inl dipimpin oloh seorang Kepala Sub Bagian
yang bernda dibawah dan bertanggung jawadb lang
sung kepadn Kepala Daglan Hulkum.

Pasnl 25

Sub Bagian Pereturan Perundang=-undangan dan Penela
ahan Hultum nmempunyni tuges

el

Dipindai dengan CamScanner
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a. Mengkoordinssikan perumusan raneangan Peraturan
Dacrah dan Keputusan-leputusan Bupati Kepela Dae

rah 3}

b. Menelanh dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan-~
peraturan Daerah dan Keputusan Bupatl Kepala Dae

rah ;

c. Mempersiapkan pengesahan, penangguhan dan peiba
talan Peraturan=peraturan dan HKeputusan<kepuius

an Desa/Keluroahan }

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberilkan oleh
Kepala Bagian Hukum,

Pasal 26
Sub Bagian Dokumentasi Hultum mempunyzi fugas j

a. lelakukan dolkumentasi dan publikasi prodult - pro
duk hulum ; ‘ '

b. Henerbitlkan Lembaran Daerah ;
¢c. Hengatur penyebarluasan dolumentasi hulum ;

d. Mempersiaplkan bahan-bshan dan pengembangan Sis
tin Jaringon Dokumentasi dan Informasi ( SJDI )

Hulcum

e. HMelakukon tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Hulcun,

Pasal 27 _
Sub Begian Bantuan Hulkum mempunyal tugas :

a. Menerima, mengumpullan dan mempelajari persoalan
persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanocan tu
gas Pemerintah Daerah j

b, lemberilan bantuan hukum kepada unsur-unswur Feme
rintah Daerch yang timbul dalam pelaksancan tu
.gas nasing=masing ;

- ¢, Memborikan perlindungan hulkum yang berkaitan de

ngan songketa sowa=monyowa rwnah ;
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d Melaksanakan tugas -tugas lain yahg diberikan oleh
Kepala Bagian Hukum, -

Baglan Kelima
Bagian Hubungan liasyarakat
Pasal 28

Bagian Hubungan Masyarakat mampunyai tigas melaksana
kan tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang
pembinaan dan pengembangan Hubungan liasyarakat guna
memantapkan kebijaksanaan Pimpinan Pemerintah Daerah,

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 28 Pera-
turan Daerah ini Bagian Hubungan Masyarakast mempunyaz

i fungsi :

2. Melalukan_hubungan timbal balik antara Pemerintzh
Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi Sdsi
al Politik di Wilayahnya 3

b. Melaksanakan hubungan dengan satuan~satuan organi
sasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah untuk mem
berikan pengertian dan penerangan tentang kebijak
sanaan dan kegiatan Pimpinan Pemerintah Daerah ;

c. Menilai pendapat, sikap dan kegiatan masyarckat
terhcdap pelaksanasan kebijaksanaan Pemerintah Dae
reh 3

d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk menm
peroleh pengertian, keyakinan dan partisipasi ma
syarakot terhadap lkebijcksannan dan kegiatan Pemﬂ
rintah Doerah

e. Menyelengzarakan kegiatan penerangan dan pembori
tean ;

f. lelaksanaken inventarisnsi dan dokumentasi, foto
grafi, perckaman, penerbitan dan mendistribusikan
bahan = bohan penerbitan j

Ce Harﬂnﬂﬂnﬂkﬂn YR
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g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio 81

aran. Pemerintah Daerah (RSPD) mengevaluasi dan
meneliti dampak slaran j

h. Hanyelanggnnnkﬁn Tata Usaha Bagian,
Pasal 30
(1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri daril :

a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Infor
masi j

b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;

c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;

d. Sub Bagian Pembinaan RSPD,

(2) Masing-masing Sub Bagian. dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawgh ‘dan bertanggung jawsb lang
Sung kepaﬁabﬁepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal -31

Sub Bagian pengumpulan data dan penyaringan Informa
si mempunyal tugas :

a, Helaksanakan sebagian‘ tugas Sekretariat Wilayah/
Daerah dalam mengumpulkan, menyaring dan mengana
lisa informasi, bailk yang berasal darl instansi
instansi vertikal, dinas-dinas daerah maupun ma
syaralat uwmum § .. . “goo o

b, MEelaporkan informaai—informaai yang dianggap per
lu sebagoi’ qmpan balik tarhndap Pimpinan Daerah;

¢, Kelakukan tugaﬂ-tugna lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal. 32
Sub Bagian Penerangan dan Penerbitan mempunyai tu =~

B :
,'a. Halakaannkun uebngian tugna Sekrotariat Wilayah/

- Daerch dalam menyelenggarakan kegiatan penerang
an, baik intern maupun ckstern ;

b. Munynlbhggarnkun ——
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b. Menyelenggarakan pemberitaan, baik melalul medig
masa Pemerintah Dacrah maupun melalui pers j

c. lelayani masyarokat yang mnomorlukan informasi
dan mengadakan tanggapan ctau penjelasan pers j

d. lelakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 33

Sub Bagien Publikasi dan Dokumentasi mempunyai {fu

gas @

a. lMelaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/
Daerah dalam mercncanakan dan menyelenggaralcan -
penerbitan dokumentasi , fotogbafi, rekaman, pe
nyajioan data dan pameran ;

b. Hendistribusikan bahan-bahan penerbitan ;

c. Helakulan tugas-tugas lain yang diberikan  oleh
Kepala Dagian Hubungan Masyarakat ;

Pasal 34
Sub 3ﬁginn Pembinaan RSPD mempunyai tugas i

a. Helzaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/
" Daerah daleom mercncconakan dan menyelenggorakan -
kegiatan RSPD ;

b. Hengevalucsi dan meneliti dempak siaran dalom u
scho pembingan dan pengembangan RSPD

c. Melokukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Begian Hubungan lasyarakat.
Baglan Keonam
Bagian Peorekonomian
Pasnl 35

Bagian Perekonomian mempunyal tugas melaksanakan se
bagian tugas Sckretariat Wilayah/Dacrah ini ai Bi

_dang Perckonomian,

Pﬂﬂnl 36 shaE s naant?
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Pasal 36

Untuk nienyelenggaralan tugns terscbut pada pasal 35
Persturan Dacrall ini Bogian Porclonomian ucmpunyel
fungsi :

a, Membina, mendorong dan mengembangkan perekonomi
an nasyorakat, prasarana pereokonomian masyarakat,
Perusahaan Daorah, Perbnnkun Donerah dan Lembaga
Perkreditan Dacrah ;

b. Mengembangkan dan mengelola lalu lintas komoditi
~dan trayek-trayek transportosi sesual dengan Per
-~ aturan Perundang-undangan yang berlaku j;

c. Jdlembina dan mengembangkan Pariwisata Doerah
d. Hahgelenggarnkun Tata Usaha Bagian.

Pasal 37
(1) Bagian Perclonomian terdiri dari :

a. Sub Bagian Pembinaan Perckonomian Rakyat ;
- b. Sub Bagian Pembinsan Prasarana Perekonomian
't Rokyat ;
¢. Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan
Perbankan Dacrah ;

d. Sub Bagian Pembinaan Pariwisata Daersh ;

- (2) Masing-mesing Sub Bagian dimaksud aoyat (1) pa
“ sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
LB yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang
gung kepada Kepala Bagian Perekonomian,.

Pasal 38
Sub Bagian Pembinaasn Perelkonomian Rakyat mempunyal
<. Yugas ¢
" ns Mendorong budidaya perkembangan perekonomian rak
o .- ".-gu-.r * mt 3

5 !ﬂndaruna peningkatan pengolahan hasil perekono
. mian dan kegiatan perindustrian rakyat ;

Ce M'Endﬂrﬂng TEERERN
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c. Mendorong pembinaan tata niaga husil produlegy
- rakyat ;

d. Menyelenggorakon perumuaun naskah laporan dan p
nycdiaan data.

Pasal 39

Sub Bagian pembinaan pfasnrnnu perelkonomian rakyaqi
mempunyai tugas :

a. Mengatur trnyeE:truyek transportasi ;
b. Mengusahakan kdﬁnncurnn lalu lintas konuditi 5

¢. Membine penlngkutun sarana dan prnsarnna perek:
nomian rakyat. : -
Pgﬂul 40
Sub Bagian Pembinaan peruschaan dacrah dan perban!
an Dacrah mempunyai tugas @

a. Mongumpullan, mensistimatisasikan dan menganali
sa data dan laporan perusahaan daerah, perbanker
daerah don lcmhngq perkreditan dacrah ;

h. hﬂruncannknn dan .mempersiapkan ketentuan-lketent:
an untuk pembinapzcn Perugschaan Daerah, Perbankas
Daerah dan- Ladbnga Pevkreditﬂn Daerah 4

c. lengikuti Lagiatnnnﬁagiatan Peruschaan Dneruh,
Perbankan Daerch dan Leﬁbnga.Pnrkreﬂitnn Daerah.

Pasal 41

Sub Bagian Paﬁbinnan Pariwisata Dacrah mempunyai tu
gas

a. Mengumpulkon, mensistimatisasikan dan menganali
sa dato kepariwisatoan Daerah ;

b. lembina, mendorong dan mengembangkan Kopariwiss
taan Doerch ﬁ”T

Ce Hz;gikuti kaéiutan-kegiutun Kepariwisatacn Dot
; T . f .

Bﬂrgiﬂn sesssnest!
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Bagian Kotujuh
Bagian Pembangunan

Pasnl 42

Bagian Pembangunan mempunyni tugas melaksanakan se
bagian tugas Seltretariat Wilayah/Daecrah di bidang
Pembangunan yong dibiayal dengan Anggaran Pondapat
an dan Belanja Dacrah, Bantuan Pembangunan dan dana
dana Pembangunan lain dari daerah tingkat I Jawa Te
ngah dan Pemerintoh Pusat.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 42
Peraturan Dacrah ini Bogilon Pembangunan nenpunyai
fungsi :

. b
2. wcrgunpulican, memelihora don mengolah dotz~dnta
serta nmenyajikan dolumentesi informasi ;

b. lielakukon koordinasi penyusunan progran tahunan
pembangunan Daerah dalam lingkungan Selkretoriat
Wilayah/Daerah dan satuan Organisasi lain yang
ditugaskan kepadanya ;

c. Mengadakan pengendalian administratif pelaksana
an pembangunan Daerah yang dibiayail dengan  Ang
garan Pendapatan dan;Belanja Dacrah, Bantuan Fem
bangunan Daerah dan dana-dana Pembangunan  lain
dari Daerah Tingkat I Jowa Tengah dan Pemerintah
Pusat ; .

b. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan
pembangunan. '

¢. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.
Pasal 44
(1) Bagian Pembangunan tordiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan pelaksanaan program j

b! SUb TR E R ER RN BB RN .
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be Sub Bagian Pengendalian pelaksanaon programj
ce Sub Bagian Evaluasi dan laporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dipimpin olch secorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jowab lang
sung kepada Kepala Bagian Pembangunon.

Pasal 45
Sub Bagian Pelaksanaan Program mempunyzi tugas <

Kengumpulkan, menganalisa, mengolah bahan~bahan un
tuk penyusunan progran pembangunan daerah yang dia
jukan olch Bagian-bagian pada Sekretariat Wilayah/
Dacrah, Satuan Organisasi lain yang ditugaskan kepa
danya, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanjo Daerch, Bantuan Dacrah Tingkat I Jawa Te
ngah dan Bantuan Pemerintah Pusat dalam rangka loor
dinasi penyusunan prugram-prngrnm Pembangunan Dag =
rzah .

" Pasal 46

Sub Bagian Pengendnliun Pelaksanaan Prngrﬂm mempu
nyai tugas :

a. lenyiapkon pedoman dan memberikan petunjuk carc
pelaksanscan pembangunan yang dibiayai dengan -
APBD, Bantuan Pembongunan dan dana-dona Pemda
ngunan lain dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah -
dan Pemcrintah Pugat ;

b. Mengikuti perkembangan pelaksanaan program Pemba

- ngunan yeng dibiayai dengan APBD, Bantuan Pemba
ngunan dan dang=dana Pembanguanan lain dari Dac
rch Tingkat I Jowe Tengoh dan Pemerintah  Pusat
serta menyicpkon saran penyempurnaan.

. Pasal A7

Sub Bagian Eveluasi dan Leporan mempunyai tugas

@+ Mengurpulkan den mengolah datn pelaksanaan  pro,
grom Pembangunang |
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Menyusun bohan pelaksanaan ° program Pembangunan

Daerah. o
Bagian Kedelapan
Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Pasal 48

Bagion Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tuges
mengumpullkan dan menganalisa data, mempersiaplan pe
nyusunan program dan petunjuk serta memonitor dan
dan mengevaluasi perkembangan di bidang kelembagaaon
dan ketatalaksanaan serta menyusun kongep mengenal
pembaltuan sarana serta mengelola perpustakaon.

Pasal 49

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut Bagian Organi
sasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

2. lengumpulkan dan menganalisa data serta mempersi
apkan konsep-konsep pengembangan' kelembagaen dan
petunjuk pembinaan terhadap satuan Organisasi di
Lingkungan Pemerintah Dacrah Instansi Vertikal ,
Deprartemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah ad
ministratif ;

b. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiap
kan saran=saran pertimbangan dalam ranglka penyu
sunan konsep-konsep dan petunjuk pembincan menge
nai tata kerjo, metode kerja dan prosedur kerjaj

c. Mengumpulkan dan mengolah data sdrta mempersiap
kan konsep~konsep pengembangan dan petunjuk pem
binaan terheodop pembangunan sarana kerja  dalam

- rangka efisiensi ; : ik

d. Mengolah dan mengembanglkan perpustakaan j

‘0. lenyclenggarakan Tata Usaha Bagian.
| Pasal 50

(1) Bagian Organisasi dan Tatalcksana tordiri dari:

Bs SUD casvdsceccense
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re Sub Bagian Kelembagaan j
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan j
¢. Sub Bagian Perpustakaan j

(2) Hasing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang
sung kepada Kepala Bagian Organisasl dan Tata
laksana,

Pasal 51
Sub Bagioan Kelembagaan mempunyai tugas :

Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data
dalam ranglo perbaikan dan pengembangan Organisasi
dalam linglkungan Pemerintah Daerah, Instansi Verti
kal Departemen Danlom Negeri dan Perangkat  Wilayah
Administratif.

_ Pasal 52
Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas :

Mengunmpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data
dalam rangka perbaikan system, tatacara kerja dan
metode kerja dalem lingkungen Pemerintah Daerch, In
stansi Vertikal Departcemen Daolam Negeri dan Perang
kat Wilaycsh Administrotif.

: Pasal 53
Sub Bagien Perpustakaan mempunyai tugas :

| Henyusun rencena, mengadalan .dan memelihara buku-bu
ku perpustokocn dan alat-alat perpustakaan,serta me
ngatur dan mengurug peminjam buku-buku dan adminis
trasi perpustakaan.

Bagian Kosembilan
' Daglan Kepegawalan
Pasal 54

B s

Bﬂgiﬂn ‘Il..-l-'l".‘-
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Bogion Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan se
bagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bl
dang Kepegawaian, F

Pasal 55 o’

Untuk menyelenggorakan tugas tersebut pada pasal 54
Peraturan Daerah ini Dagian Kepegawaian mempunyail

tugas @ :
a. lempersiapkan Peraturan Daecrch dalam bidang Kepe
gawaian ;

'b. Ifelaksancken administrasi Kepegawaion ;

¢c. Herencanalan dan melaksanakan kegiatan untuk me
ningkatkan kesejahteraan pegawai ;

d. lielakukan kegiaton pembinaan karier pegawail ;

e. Melakukan segala sesuatu yang menyanghkut lkedudu
kan huloum pegawai ;

f. lielaksanaokan adminigtrasi pensiun ;
g. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagiaon.
| Pasal 56

(1) Bagian Kupegawa%gplterdiri dari :

: “f+a, Sub Bagian Umﬁﬁ'Keﬁegawaian o

b, Sub Bagian Pengembangan Karier Pegavai ;
c. Sub Bogian lutasi Pegawai ;

d. Sub Bagian Pensiun.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang
sung kepadae Kepale Bagion Kepegawalan.

Pasal 57
Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas @

a. Mengikuti seceveses
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a. Mengikuti porkembangan Poraturan Perundang - un
dangan dalam bidang Kepegawalan j

b. Henyelenggarakan sogaln sesuntu mengenal kedudu
kkan hukum pegawai

c. herencanakan dan mengurus keglatan untuk mening
katlkan kesejahtoraan pegawail,menyclenggarakan ba
lai pengobatan dan perumshon j

d. Menyeélenggaralkan perumusan naskah laporan dan me
nyediakan data.

Pasal 58
Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawal mempunyai tu
ges ¢

a. Mengumpulkan dan mengolah data pegawai untulk me
rencanakan kepepgawoien ;

b. E&mparsiuﬁknn segela kegiatan yang berhubungan
dengan pemberian penghargaan dan tanda jasa fTer
hadap pegawai ;

c. Merencanakan susunan kepegawaian ( Formesi ) ;

d. Merencanakan pendidilan ﬁéguwﬁi dan ujian dinas.
Pasal 59 |

Sub Bagian liutasi Pegawal mampunyui tugas :

a. Belakukan penyelesaian cdninistrasi kepegawaian
mengenal pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaik
-an geji, pemindahan, pemberhentian,pemberhentian
sementaras, cuti, tugas belajar, hukuman jabatan
dan lain-lain mengenal Pegawani Negerdi Sipil Pu
sat dan Pepawal Negeri Sipil Daerah j

b. Hényuaun daftar urut kepangkatan Pogawal Pusat
dan Dacroh seteahun sgekall j

c. Memelihara daftar Penilelan pelaksanaan Pekerja
en ( Conduite staat )

d. Menmporsiaplan date kepegawailan Pusat dan Dacrah.
Pasal 60 seces

e
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Pasal 60

Sub Bagian Pensiun mempunyai tugas ¢

Qe
be

Ce

Henyelesaikan administrasi pensiun j§

llorencanakan dan mempersiapkan surat keputusan
pensiun ;

Melaksanakan dan menyelesalkan pendaftaran istri
~istri/anak~anak sebagal yang Dberhak menerima
pensiun janda/duda.

Bagian Kosepuluh
Bagian Keuangan
Pasal 61

Bagian Keuangan mempunyal tugas melaksanakan sebagi

an

tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang ke

uangan.

Pasal 62

Untulk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 61 Pera
turan Daerch ini Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

Qe

be-

Ce

d.

f.

Hempersiapkan bahan dan penyusunan Angsaran Fen
dapatan dan Belanja Daerah 3

Mengelola administrasi keuangan daerch ;

Mengadakan penilaian pelaksanaan Anggaran FPenda
patan dan Belanja Dacrch ; '

Herunusken petunjuk-petunjule pelaksanaan Peratur
an Daerah dalam bidang keuangan daerah j

Menyusun rencana Peraturan Daerah dalam bidang
keuangan daerach ;

Turut serta merencanakan dan memporsiapkan keten
tuan~ketentuan poningkatan pendapatan dacrah j;

Eﬁﬁiplanggnrnkun Tato Usaha Baglian.

Pasal 63 se-
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Pasal 63
(1) Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bagilan Anggaran ;
b. Sub Bagian Pembulcuan j
¢« Sub Bagian Perbendaharaan ;
d. Sub Bagian Pembinaan Sumber FPendapatan Daerah,

(2) Masing=masing Sub Bagian dimeksud ayat (1) Pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang
sung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 64
Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan renvana Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Daerah dan petunjuk-petunjulk tentang Pelak
sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

b. Menyiapkan surat keputusan Otorisasi.
Pasal 65
Sub Bagion Pembukuan mempunyai tugas :

a. Mengelola data pembulcuan mengenai penerimaan-pe
nerimaan dan pengeluaran-pengeluaran menurut fu
juannya ;

b. Memeriksa, meneliti den menilai realisasi Angsar
an Pendeopatan dan Belanja Deerah.

Pasal 66
Sub Dagian Perbendcharann mempunyal tugas @
o. Menerbitlken surat porintah penagihan ;

b. Menguji kebenaran penagihan dan monorbitkan s
rat perinteh membayar ueng atou koputusan otori
sasi ; =ik "

¢, Menerima ««
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ce Menerima dan menganalisg 1npnran;lmpurun tentang |
penggunaen Anggoaran Pendapatan dan Belanja Dae .
rah don mempersiapkan Perhitungan Anggaran,

d. Memberikan pertimbangan dan mongikuti pelaksana
an penyelesaian masalah = masalnh Terbendaharaan
dan ganti rugl.

Pasal 67

Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Daerch mempu

nyai tugas :

a. Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber -
sumber Pendapatan Daerah ;

b. Herumuskan petunjuk=-petunjuk tentang Peningkatan
dan Pembinaan Pendapatan Daerah ;

c. Turut serta menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis
tentang Pelaksanaan Peningkatan Sumber Pendapat~

an Daerah ;

d. Seeara hiarurkhis membina unit organisasi yang
ada hubungannya ﬂengnn'ﬁamasukan Keuangen Daerah;

e. Turut merunuskan Peraturan Daersh tentang Pening
katan Sumber Pendapatan Daerah ;

£, lenerinma, mensistimatisasikan dan menganalisa la
poran-laporan tentang Pendapatan Daerch ;

g. Hengiluti kegiaten-kegiatan peningkatan Pendapat
an Daerah. .
Bagian Kesebelas
Bagian Kesejahteraan Ralkyat
G Pasal 68
gﬁ-a

{ﬁhkinn Kesejohteraan Rakyat mempunyai tugas nelaku
" kan sebagian tugas Sekretariat Wllayah/Daeroh dalam

Aﬁﬁﬁﬂnﬂg Kasajnhterunn Rakyat.
Pasal 69

T

UntUI{ @ @@ 0@ a8 pan
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 68
Peraturan Daerah ini Daglan Kesejahteraan Rakyat
menpunyal fungsi @

Merumuskan rencana, mengerahkan dan mengkoordina
sikan kegiatan-keglatan peningkatan Kegejahtera

an Rakyat ;
b. Mengatur perijinan usaha auﬂial sesual dengan
Peraturan Perundang=undangan yang berlaku ;

c. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.
Pasal 70
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
a. Sub Bagian Sosial ;
b. Sub Bagion Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
¢c. Sub Bagian Kesejahteraan Hasyarakat ;
d. Sub Bagian Bencana Alam.

(2) Hasing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang

sung kepada Kepala Bagian Kesejahterasn Rakyat.
Pasal ‘T

Sub Bagian Sogial mempunyai tuigas :
a. lengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganali

sc data yang berhubungan dengan penderita cacat,
tuna karya, tuna wisma, tuna susila, panti asub
an, korban bencana alam dan lain-lain ;

b. Mengatur pemberian ijin terhadap kegiatan-kegiat
an sogial yang berhubungan dengan pertunjukan -
pertunjultan, undian, pasar malam dan lain-lain ;

Herencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan ban
tuan kepada badan-badan sosial dan korban benca

na‘alam §

Qe

Ce

d! Hﬂnskﬂﬂrﬂiﬂﬂﬂlkﬂ.n 'E RN
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d, Mengkoordinasikan masalah ketenaga kerjaan,pendi
dikan ketrampilan dan kesejahteraan tenaga  ker

ja 3
e, Mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan pe
runahan rakyat j

f. Melaksanakan program peningkatan tronsmigrasi me
lalui usaha penyuluhan, pembinaan dan bantuan ke

pada para trunsmigrusi.
Pasal T2

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayzan  menpu
nyai tugas @

a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganali
sa data dalam bidang Agama, Pendidikan dan Kebu
dayaan ;

b. Merencanalkan pemberian bantuan terhadap kegiatan
masyarakat dibidang keagamaan ;

c. Mengkoordinasikan perencanaan kegilatan-kegiatan
untuk memupuk kepercayaan rakyat dalam bidang ke
agamaan dan kepercayaan masing-masing ;

d. Merencanakan kegiatan peningkatan kerukunan hi
dup beragama j;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan urus
an haji ;

f. Merencanalian pemberian banﬁuun terhadap kegiatan
masyarakat dalam bidang Pendidikan dan kebudaya
an 3} ey

g. Merencanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkat
~ kan keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan.

27 Posal T3
f?;igqh Bagian Kesejahteraan Masyaralkat mempunyai tugas:

'fiﬁg'Hengumpulkun, mensistimatisasikan don menganali
"~ 8a data dolam bidang kebersihan dan keschatan ma
syaralkat ;
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b. Mengkoordinasikan kegiatan=kegiatan untuk mening
katkan keborsihan dan keschatan masyarakat ;

or Meorencanakan poningkaton saranh kosehatan dan
mengkoordinasikan pemberantasan penyakit menuler,
pengawasan rumah sakit, perusahpan obat-obatan =
dan lain=lain j

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dibidang Keluarga
Berencana peningkatan mutu gizl don makanan rak

311‘# .
Pasal 74
Sub Bagian Bencana Alam mempunyai tugas :

a. Mengadakan observasi medan untuk membuat perkira
an-perkiraan daerah-doerah yang depat ditimpa -
bencana alam, gunung berapi, banjir-banjir lzhar
dingin, angin topan, kebokaran, tanah longsor
gempa buni dan lain-lain j F

b. Heningkatken motivasi kepada penduduk yang teran
cam ;

¢c. Henyusun rencana-rencana dan usul-usul penanggsu
langan fisik serta penyelamatan para korban ben
cana alam ;

d., Mengusahalan dana/bantuan bila diperlukan ;
e, Ceking peloksanaon j
f, Evaluasi don laporan ;

g. Tugas-tugzas lain yang berhubungan dengan bencana
ﬂlm-

Bagian Keduabelas
Bagian Unun
Pasal 75

Bagian Umun mempunyal tuges melaksanckan sebagian =
tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang Umum
dan Protokol.

Pﬂﬂﬂl 76 "R

-
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Pasal 76

Untuk monyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 75
Peraturan Daerah ini Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Helaksanakan urusan tota usaha dan pembinaan ke
arsipan Sekretariat Wilayah/Daerah ;

b. Melaksanakan urusan rumah tangga Sckretariat Wi
layah/Daerah ;

c. lHelaksanakan urusan dan keglatan kemnanan perso
nil, materiil dan informasi ;

d. Helaksanakan urusan protokol dan perjalanan di
nas ;

e. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

Pasal 77
(1) Bagian Unmum terdiri dari
a. Sub Bagian Tata Usaha
. Sub Bagian Rumah Tangga ;
¢. Sub Bagian Pengomanan Sandi dan Telekomunika
si ;
d. Sub Bagian Protokol ;
e, Sub Bagian Pengadaan dan Perawctan Feralatan.

(2) Masing-masing Sub Dagian dimaksud ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yeng berada dibawah dan bertanggung jawadb lang
sung kepada Kepala Bagian Umum.

g Pasal T8
~ Sub Beglan Tata Usaha mempunyal tugas i

| .f o. lenerima, mengetik, menggandakan, mengagendakan
o dan mengekspidisi dan mengidtim surat-surat ;

b. llenyelenggarakan dan membina kearsipan.
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Pasal 79
gub Bagian Rumah Tangga mempunyal tugas :

a. Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi
barang-barang Sekretariat Wilayah/Dacrah ;

b. Mengurus penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran
barang-barang untuk keperluan Pemerintah Daerah;

c. Mengurus keperluan rumah Bupati Kepala Daerzh
dan rumah jabatan lainnya ;

d. Mengurus penggunaan dan pemeliharaan  kendaraan
dinas Selretariat Wilayah/Daerah ;

e. lenyediakan tempat dan keperluan rapat dan perte
muan dinas lainnya ;

#. Henyelenggarakan pengamanan fisilt Kantor Bupati
Kepala Daerah ;

z. lengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor
dan pekarangannya. :

‘Pasal 80

Sub Bagian Pengamanan Sandi dan Telekomunikasi - mem
punyai tugas :

a. Henyusun petunjuk-petunjuk tentang pengamanan in
formasi, personil dan materiil ;

b. ﬁérencanakan kegictan=kegiatan pengamanan infor
masi, personil dan materiil ;

¢c. Mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi
dan berita~berita lainnya ;

d, Membina, mengembangkan dan memelihara alat-alat
telekomunikasi j

e. Mengatur jaringan komunikasi.

Pasal 81
Sub Bagian Protokol mempunyal tugas @
E'l Eﬂﬂm}lkﬂﬂ 'EE R R NN

d
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a, Menr.apkan acara penyelenggaraan upacara-upacara
peletikan, rapat-rapat dinas dan pertcmuan di
nas Lainnya j

b. Meny.apkan penyelengraraan penerimaan tamu nega
ra don tamu Daeral ®ingkat I, Daerah Tingkat II

lainiya, Perwakilan lognra schobal

Menyiapkan tanda kenang=kenangan yang diperlukan;

d, Nengutur persiapan rapat, pertemuan resepsi, upo
cara yang memerlukan pelayanan yang bersifat pro
tokoler j;

¢+ Melakukan administrasi mengenai segala  sesuatu

- yang berhubungan dengan perjalanan dinas Zupati
Kepala Daerah dan pejobat-pejabat lain yang di
tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;

f. Helakukan kerja sama dengaen instansi lain di pi
dang keprotokolan ;

g. Helalkukan pelayanan dan pemeliharaan sound  sys
tem untuk keperluan dinas dilingkungan Selxretari

at Wilayah/Daerah ;

h, Melaksanakan tugas lain.yang diberikan oleh Kepa
la Bagian Umum dibidang tugasnya.

b Pasal 82
Sﬁh Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan mempu
nyei tugas @

a. lengikuti perkembangan dan pengumpulan informasi
harta serta menilail mutu perbekalan yang diperlu

" kan Pemerintah Daerah ;

b.. Menyelenggarakan tender;

¢. Menyelenggarakan pembelian alat-alat yang diper
*" . lukan Pemerintah Daerah ;
' d. Menyelenggarakan administrasi penerimaan dan pe
ngeluaran alat-alat ;
e. Mengatur seeese
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e, Mengatur menyiapkan dan menyelenggarakan pemeli
haraan dan pengamanan barang-barang dalam gudang;

£. Mempersiapkan, menyusun dan merumugkan petunjuk-
petunjuk teknis pemoliharaan barangsbarang serta
mengikuti perkembangan pelaksansan j

g. Memelihara perumahan dinas.

Bagian Ketigabelas
Tata Kerja
Pasal 83

(1) Dalam melaksanakan tugesnya Sekretariat Wilayah
/Daerah, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub
Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
¢an sinlronisasi secara vertikal dan horisontal,
baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun -
dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing ;

(2) Setiap Pimpinan .Satuan Organisasik delam  ling-
ungen Sekretariat Wilayah/Daerah bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasiken bawahannya
nasing-masing dan memberikan birbingan serta pe
tunjuk-petunjuk bagi peleksanacn tugas bawshan
nya.

Pasal 84

(1) Setiap Pimpinan Satuan Orpganisasi mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung Jja
web kepado atasan masing-masing dan menyampail
kan laporan padea waktunya 4

(2) Betiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satu
en Organisesi deri bawahan, dlolah dan dipexrgu-
nekan scbeogal bahan penyusunan laporan lebih -
lenjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk =
kepada bawehan.

Pasal 85 TR

>
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Pasal 85

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada
waktunya kopada Kepala Bagiannya masing-masing,kemu
dian Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan
menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktu
nye kepada Sekrotaris Wilayah/Daerah.,

Pasal 86

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi -
lain yang secara fungsional mempunysi hubungan ker

Jﬂo
Pasal 87

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan
Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Orgaonisasi-
bawshannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawshannya masing=-mesing pada wektu mengadaken T2

pat berkala.
Pasal 88

Kepala Sub Bagian Pengamanan Sandi dan Telekomunika
si dalam menjalankan tugasnya teknis operasional -
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekreta
riat Wilayah/Daerah, sedang teknis administratif -

berada dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum,

: BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAGIAN PERTAMA
Kedudukan, Tugas Pokok
» Fungsl dan Susunan Organisasi
| Pasal 89

(1) Sekretariat Dewan Porwakilan Rakyat Daerah ada
lah unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Per

wakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas
dan kewajibannya.

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Selretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipim
* pinoleh seorang Sekretarls Dewan Perwakilan Rak

yat Daerah.
Pasnl 90

Selretaris Dewan Perwakilan Rakydt Daerah mempunyail
tugas melaksanakan segaln usaha dan keglaten dalom

menyelenggarakan sidang-sidang, pengurusan rumah -
tengga dan keuangen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 90 Pera
turan Daerash ini, Sclretaris Dewan Perwakilan  Rak

yat Daerah mempunyai fungsi 3

2. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja
sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan se
luruh penyelenggaraan tugas Sekretardat Dewan
Perwazkilan Rakyat Daerah ;-

b. Perencanaan dalam arti mempersiapkan reseana, me

" "'ngolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumussan
kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ; -

¢, Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan
tata usgha, mengolah dan membina kepegawalan, me
ngolah keuangan, dan perbekalan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;

d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risa
lah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan
Perwakilam Rakyat Daaraq 3

es Menjaga keamanan dan ketertiban dalam arti meme
lihara dan membina keamanan serta ketertiban ke
dalam,

Papal 92

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ter
diri dari

ﬂ' sub 'EEEEE R RN BN
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a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah j

¢. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) pa
sal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawad lang
sung kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,

Pasal 93
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a., liempersiapkan pehyelenggaraan rapat-rapat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

b. Mempersiapkan rencana perjalanan Dinas Pimpinan
dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae

rah ;

s. Mengurus rumah tangga, rumah jabatan dan gedung
gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

d. Mengurus kendaraan-kendafaan dinas dan barang-ba
rang lainnya dan menyelenggarakan keamanan pada
kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

e. Melaksanakan pekerjaan surat menyurat yang di
perlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

WA -
Wy -

Pasal 94
Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas:

a. lenyel&nggarakan pembuatan risalah rapat-rapat =
yang diadakan oleh Dewan Perwgkilan Rakyat Dae
rah serta membagi-bagikan risalah tersebut kepa
da pihak-pihak yang bersangkutan j

b. Mempersiapkan penerimaan temu - tamu Dewan Perwa .
kilan Rakyat Daerah ; e 4

W

c. Hempersiapkan ...
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- 102 =

¢« Mempersiapkan rapat-- rapat yang diselenggarakan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,baik soal A4

ministrasi maupun tata tenipat.
Pasal 95

Sub Bagian Keuangan mampunyai'tugua :

- a. Merencanakan anggaran pengeluaran Sekretariat De
wan Perwakilan Rekyat Daerah ;

'h. Mengurus keuangan untuk keperluan Dewan Perwakil
an Rakyat Daersh ;

ce Menyusun laporan keuangan Sekretariat Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah.

BAGIAN KEDUA
Tata Kerja

Pasal 96

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketuz
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan teknis adminis
trasi mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretari

at Wilayah/Daerah.
Pasal 97 .

(1) Dalam melaksanakan tugasnya ' Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan para Kepala Sub Ba
gian menerapkan prinsip koordinasi  inteprasi

- dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal,
baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun
dengan instansi lain Baauai tugaa pokoknya ma -
ging -~ maging ;

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Qrganiaasi dalam ling -
kungan Selretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae
rah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordina
sikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksa
naan tugas bawahannya.
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Pasal 98

(1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan
bertanggung Jawab kepada atasan dan menyampail
kan laporan berkala pada waktunya ;

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Sa
tuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan
dipergunakan sebagal bahan penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk - pe
tunjuk kepada bawghan.

BAB IV

LAIN - LAIN

Pasal 99

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepe
gawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Per
undang = undangan yang berlaku.

Pasal 100

Bagan Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat
Wilaysh/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Dae

rah ini
BAB V
PENUTUP

Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,meka Keputus
an Bupati Kepala Daerah Nomor UP,B.1/117/A/73 Tahun
1973 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 dinya
takan tidak berlaku lagi.

Pasal 102

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini akan diatur kemudian.
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Pagal 103

Peraturan Daerah ini mulail berlaku sejak tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan meng
undangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan
nya dalam Lembaran Daerah,

Kota Mungkid, 15 Agustus 19qq

D. P. R. D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Iy
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG G
KETUA
ttad ttad
H. RAMELAN 1MOHAMAD SOLIHIN

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 24 Oktober 1990 ; Nomor : 188.3/336/1990

An, Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hulkum

tt4d
SARDJITO, SH.

S -

NIP., 500 034 373.
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II lagelang

Nomor 8 Tahun 1990 ; tanggal 31 Oktober 1990
Serie ¢t D 3 Nomor : 8

Sekretaris Wilayah/Daerah
t t d
Dra. TOEHADI

------- —— -

HIP. 500 031 722,

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1990

PENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
D AN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UNUNM,

-

bahwa Peraturan Daerah ini adalah merupskan
landasan kerja dari pada Sekretariat Wilayah/Ds
erah dan Selretariat Dewan Perwakilan Rakyat Das
reh Kabupaten Daerah Tingkat II Hagelang.

Sebagaimana diketahui bahwa Susunan Organi
sasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekrotariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang semula diatur dengan Peratur
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ilagelang
Nomor 1 Tahun 1979 yang telah diubah bederapa ka
1i yaitu dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
HMagelang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perubahan
pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah =
Tingkat II Magelang Nomox 1 Tahun 1979 ten -
tang Susunan Organisasl dan Tata Kerja Sekre
tariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II lagelang dan Sekretariat Dewan Perwa
kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerash Tingkat

- I1 Magelang.
2. Peraturan seesecesces
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2. Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Ma
gelang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan ke
dua Peraturan Daerah Nomor 1 Tauhun 1979 ten
tang Susunan Organisasi dan Tatae Kerja Sekretari
at Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ma
gelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan  Rakyat
Jaerah Kabupaten Daerah Tingkat II lagelang.

bahwa Penyusunan peraturan-peraturan Daerah
tersebut adalah didasarkan pada petunjuk - petun
‘uk yang ada ialah Keputusan Menteri Dalam Hege
+i Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Da
erah Tingkat II, Sekretariat Kotamadia Daerah -
Mingkat II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Deerah Tingkat II serta Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tantang Bentuk Peratur

gn Daerah Perubahan,

Selanjutnya dengan semakin berkembangnya pe
laksanzan tugas dari Sub Bagian Ortala dan Sub
Bagian Pemerintahan Desa maka dengan mendasarkan
diri pada petunjuk dari Menteri Dalam Negeri yai
tu :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember
1987 Nomor : 061.1/12140/SJ tentang Peningkat
an Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana men
jadi Bagian.

2. Surat lienteri Dalam Negeri tanggal 14 Desem
ber 1987 Nomor : 061.1/1219/Litbang tentang
Peraturan Organisasl Radio Siaran Pemerintah
Daerah ( RSPD ),

3. Surat Menteri Danlam Negerl tanggal 18 Oktober
~. 1988 Nomor : 061.,1/3359/DJ tentang Pembentuk
an Begian Pemerintahan Desa pada Kabupaten/Ko
tamadia Dacrah Tingkat II, maka mengenail Su
sunan Organisasi dan Tate Kerja Sokretariat
Wilayah/Daerah dan Sekretarid® Dewan perwakil

mnﬂkyﬂt TEEEE R T B
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Rekyat Daerah Kabupdaten“Daerah Tingkat II Ma
gelang diadakan penyempurnaan ~penyempurnaan
berdasarkan patﬁnquk-petunjuk tersebut.

Sehingga dengan demikian make dengan di
telapkannya Peraturan Daersh ini, maka Peratur
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II lagelang
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi
den Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Dacroh Kabu
pz%en Dr.oroh Tingkot IT Mogelang dan Sckretari-
abt Devan Poprwakilan Rnkyab.Daersh Keobupaten Dae
ral. Tingkat II Magelang beserta peraturan~pera
turan Daerah peruhahnnnya dinyatakan tidak ber
laku lagi.

IL. PEHJELASAN PASAL DEMI PAEAL.

Pasal 1
Pasal 2

Cukup jelas.

- Sekretariat Wilayah / Daerah merupa
kan satu badan staf yang membantu
Kepala Daerah dalam merumuskan kebi
Jaksanaan-kebijaksanaan Daerah menu
rut bidang tugas masing-masing sesu
al dengan azas dekonsentrasi, desen
tralisasi dan tugas pembantuan.

- Azas Dekonsentrasi ialah Pelimpahan
wewenang dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Tingkat atasnya, atau ke
pala Wilayah atau Kepala Instansi -
vertikal ditingkat atasnya kepada pe
jabat-pejabat di Daerah.

- Azas Desentralisasi ialah Penyerahan
urusan Pemerintahan dari Pemerintah
Pusat -atau Daerah Tingkat atasnya ke
pada Daerah untuk menjadi urusan ru
mah tangganyu.aandiri. o

- Tugas Pembantuan ialah Tugas turut -

gerta cesvees

Dipindai dengan CamScanner



- 112 =

serta dalam melaksanaokan wWrusan peme
rintahan yang ditugaskan kepada Peme
rintah Daerah oleh Pemerintah  Pusat
atau Pemerintah Daerah Tingkat atasnya
dengan kewajiban memportanggung jawab
kan kepada ‘yang menugaskan.

Pasal 3 : Sekretariat Daerah adalah juga Sekretari
at Wilayah. Oleh karene itu maka Seckreta
rig Wilayah karena fungsinya juga Sekre
taris Daerah. t

Pasal 4 : = Fungsl Koordinasi disini meliputl semu

a aspek penyelenggaraan pemerintahan
baik yang Dversifat’ horisontal maupun
vertikal.,
Terutama dalam penyusunan produk - pro
duk perundang - undangan Peraturan Dze
roh adalah dalam upaya agar tidak +im
bul hal-hal yang tidak selaras dengan
aturan dasarnya.

- Pungsi Sekretariat Wilaysh/Daersh ada
lah komplek karena pada hakekatnyz Se
kretaris Wilayah/Daerah adalah merupa
kan orang kedua sesudah Bupati Kepala

Daerah.

Didalam melaksanakan tugas-tugas Pemerin
tehan, Sekretariat Wilayoh/Dacrah dibagi
~bagi dalam beberapa Bagian yang melaksa
nakan tugas sesual dengan bidang masing-
mEEinE-

Pasel 6 : Cukup joelas.

Pasal 7 : Pemerintahan Umum adalah Penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan yang bdersifat
umum den meliputi semua tugas-tugas peme
rintehan yang berkaltan dengan otonomi
daerah,

Pasal 5

Pasal 8

Cukup Jelas.
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Pasal 9 : Cuku jelas.
Pasal 10 : Cuku jelas.
Pasal 11 t Cukup jelas.

Pasal 12 : Teknis administratif Sub Bagian ini meng
olah bahan « bahan dalam rangka pencalon
an,pengangkatan dan pemberhengian Bupati
Kepala Daerah,8ekretaris Wilayah/Daerah,
Pembantu Bupati, Sokretaris DPRD, Cama$,
Sekwilcam dan IMPPFP,

Sedangkan untuk aparat yang lain adalsh
menjadi kewenangan darl Baglan Kepegawal
an.

Pengertian Penduduk disini adalah ferm=a
suk warga negara asing disamping Juga
yang berstatus WNI keturunan azi-z,
Sedangkan pconyusunan bentfule 2t peria
winan maupun Akta pengenal yang l=in di
samping mendasarkan diri pade Letentuan
peraturan yang berlaku juga perlu adanya
koordinasi dengan instansi-instarzi yangs
berwenalg gendiri.

Pasal 13

Pasal 14 : Sub Bagian ini merupakan tenaga =%af, se
dangkan untuk pelaksanaan tugasaya dila
pangan dengan berkoordinasi dengan In

stensi lain yang berwenang.

Pesel 15 : Bagion ini dalam menjalankan tugasaya Ju
ge harus berpedoman pada Undang = undang
Nomor % Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa,
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 t Cukup Jelas.
Pasal 18 i Cukup Jjelas,

Pasal 19 ceeeenes
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Pasal 19 : Sub Bagian ini harus dapat mengistimati
sagikan sektor~sektor yang dapat dijadi
kan sumber pendapatan dan kekayaan Desa
serta memberikan konsep ~konsep +tindak
lanjut sebagai upaya pelaksanaannya.

Pasal 20 : Cukup jelas.

. Pasal 21 : Pengertian Lembaga Adat adalah suatu lem
baga yang bersifat tradisional yang ber
keitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pe
mﬂrmtﬂhﬂn .

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Dalam menyusun produk hukum daerah maks
penyusunannya dapat dilakukan oleh m=
sing-masing unit kerja, dimana setelzh -
diteliti, dikaji, disempurnakan dan dise
tujui oleh Bagian ini baru diproses 1=
bih lanjut sesuai prosedur yang berlziu.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 3-Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasel 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 ¢ Cukup jelas.
Pasal 32 : Culup jelas,
Pasal 33 i Culkup jelas.
Pasel 34 ¢ Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup Jelas.
Pasal 36 & Cukup Jjelas.

Pasel 37 : Cukup jelas.
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Pasal

Pasal .

Pasal
Pasal

Fasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Fasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

28
39
40
M

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Cukup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.

Pada Sub DBagian ini Kepala Sub Bagian
Pembinaan RSPD sekaligus menjadi Pimpin
an RSPD, dan para petugas RSPD adalzah
staf pada Sub Bagian Pembinaan RSFD.

Cukup Jjelas.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culkup jelds.
Culcup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culcup jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Culkup jelas.
Culcup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Sub Bagian ini adalah merupakan Sub Bagi
an yeng menitik beratkan pelaksanaan tu

gasnya terhadap panangiulnngnn bah -
bencana Gunung Berapl., Namun demikian

hal-llililiii
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Paszal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasnl
Pasal
‘Pasal
Pascl
Pasel
Pasal

Pasal
Pasal

62
63
64
65
66

67 :

68
69
T0

71
T2
73
T4

76

023333
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hal ini tidak berarti akibat boncena
alam yang lain tidak ditangani,tetapi se
mua itu tetap menjadi tugas dari Sub Ea
gian ini.

Cukup jelas. i
Cutup Jjelas.
Cukup-jalna.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup jelas.
Culcup jelas.

: Cukup jeles.

- -

L

ds wa =5 w8 =

Bagian Organisesi dan Tatalaksana ada
1ah Bagian yang harus berorienfasi unfuk
zepentingan seluruh jajaran Organisasi
Pemerintah Daerah khususnya bagi urusan-
urusan yang sudah diserahkan menjadi ke

wenangan Daerah.

Bagian Ortala ini dalam melaksanakan fu
zasnya juge harus menerapken fungsi ko
ordinasi baik dengan bagian -~ bagian mau
pun unit - unit lain.

Cukup jelas.
Culcup jelas.
Cukup jelas.
Culup jelas.
Culcup jelas.

Culkup jelas.
Cukup jelas.

Culcup jelas.
Culup jelas.

Culcup jelas.

Cukup jelas.
Culcup’ jelas.

4
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Paszal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Paszl
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

101

102

103

h

wk

Culcup jelas.
Cukup jelas.

I CU.k‘.P Jﬂ'lﬂﬂi o

Cukup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup Jjelas.

: Cukup jelas.

il

(1]

Cukup jelaa.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culkup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.
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